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Pengelolaan Dana PHLN
vang Efektif dan Efisien
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Kegiatan TEKAD bertujuan untuk mendorong pengalokasian
pemanfaatan dana desa yang lebih partisipatif, inklusif dan
efektif untuk pembangunan sosial ekonomi.

Lokasl kegiatan: Jayawijaya, Boven Digoel, Yahukimo, Sarmi,
Kepulauan Yapen, Nabire, Jayapura, Keerom, Dogiyai (Papua),
Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Raja
Ampat, Fak-fak, Kaimana, Maybrat (Papua Barat), Maluku
Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur (Maluku),
Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan
(Maluku Utara), dan Manggarai, Ngada, Sumba Timur (Nusa

| Tenggara Timur)

Instansi Penanggung Jawab:

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi — Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(PDTT)

djppr*

Overview TEKAD

Komponen 1. Pemberdayaan Pengelolaan Potensi
Sumber Daya Alam Desa

 Tata Kelola Desa
* Inisiatif Pengolahan Potensi Desa

Komponen 2: Kerjasama untuk Pengelolaan Potensi
SDA Desa

» Dukungan Kabupaten untuk pembangunan ekonomi desa
» Layanan Ekonomi
* Layanan Keuangan

Komponen 3: Inovasi, Pembelajaran dan Kebijakan

* Inovasi, pembelajaran dan inspirasi
* Pengembangan kebijakan dan pembangunan kelembagaan
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Term and Condition

EUR29,800,000 EUR1,360,000
23 Desember 2019

23 Desember 2019
31 Desember 2025

Amount

Signing Date

Effective Date

Programme Completion Date

Financial Closing Date 30 Juni 2026

Grace Period 7 tahun -
Repayment Period 5.5 tahun -
Maturity Period 12.5 tahun -

Interest Rate
IFAD Reference Interest Rate

+ Variable Spread -

Repayment Schedule 1 April dan 1 Oktober -
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Usulan Kegiatan
K/L Menyiapkan
usulan ke
Bappenas dan
menyiapkan
pemenuhan
readiness criteria

Bappenas menilai
kelayakan dan
kesiapan proyek
dan menyusun.

Rangkaian Proses:

>  Blue Book

» Green Book

» Daftar
Kegiatan

DJPPR Terlibat
dalam proses ini
untuk melakukan

check and Balance

NEGOSIASI PENANDATANGANAN
DAN PENGEFEKTIFAN

Persiapérn Negosiasi:
» Penelahanan dokumen
’ perjanjian
» Penelaahan term and
condition pinjaman
»~ Pelaksanaan Rapat
interkem

¥

Negosiasi

» Pelaksanaan
Negosiasi

» Penetapan hasil
Negosiasi

> 4

» Signing
» Legal Opinion
» Evidence of
Authority
» Registrasi Loan
» Pembukaan
rekening khusus
> Pembayaran fee, dll /

Penyusunan
RKAK/L dan
RKA-BUN

EA/IA
melaksanakan
pengadaan dan
membuat
kontrak

Penyampaian
Nota Keuangan
dan RUU APBN

ke DPR

Persetujuan DPR

EA/IA
melaksanakan
pencairan dana

pinjaman

Penuangan dalam
DIPA

Kemenkeu
melakukan
pembayaran
kembali
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PROSES PELAKSANAAN PROYEK

e PENGADAAN BARANG DAN

JASA
I/~ PPSD, procurement plan,
e PEMBUKAAN REKENING bidding document, RFP, No
KHUSUS Objection Letter
7~ Usulan Pembukaan Reksus O KIL (EA)
oleh K/L
O KL (EA)

7 Laporan Kemajuan Proyek,
HIDUP DAN SOSIAL Laporan Keuangan, Aide

PEMANTAUAN, EVALUASI,
DAN PELAPORAN
e KEBIJAKAN LINGKUNGAN

7~ Amdal Mgm_oire hasil Support o
e PERSETUJUAN ANGGARAN O KIL (EA) g:l_sll\?n dan Laporan Kinerja
I~ Usulan Revisi Anggaran
O KL (EA/IA) dan Kemenkeu ° ﬁlel?n(;?()e'uszaﬁeC:s&er
c.g. Ditjen Anggaran dan

Ditjen Perbendaharaan

e KEBIJAKAN ANTI KORUPSI @ e

. . 7 Laporan Audit Independen
/7 Laporan Hasil Evaluasi O BPK dan K/L
Pelelangan

O KIL (EA/IA)

PENGALOKASIAN ANGGARAN

7 Usulan Anggaran dan Berita
Acara Pembahasan Usulan
Anggaran

O K/L (EA/IA), Kementerian
Keuangan, Bappenas

g

MID TERM REVIEW 13 EI

I~ Aide Memoire MTR

@ O KIL (EA), Lender,
9 PENARIKAN/PENCAIRAN Bappenas, Kemenkeu
PEMBENTUKAN PROJECT RENCANA KERJA TAHUNAN DANA MANAJEMEN KONTRAK

MANAGENENT UNIT (AWP) 7~ SPD Reksus ditujukan pada 7~ Kontrak, laporan proyek
7~ Surat Keputusan Penetapan =7 AWP atau RKA K/L lender dan Notice of O KIL (EA)

PMU O KIL (EA/IA) dan lender Disbursement yang @
O K/L dikeluarkan lender AMANDEMEN/RESTRUKTURISASI

O KI/L (EA/IA), Kemenkeu/PKN, /=7 Dokumen usulan amandemen,
Lender dokumen persetujuan amandemen
. - . O KIL, Bappenas, Kemenkeu,

Sumber: Panduan Pengelolaan Kegiatan Pinjaman Bank Dunia (2018) Lender
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Hal-hal yang perlu mend

1. Ketepatan antara perencanaan, penganggaran dan implementasi. Timing
Proses Revisi Anggaran juga perlu diperhatikan.

2. Peningkatan Pemahaman bagi perangkat daerah menentukan
keberhasilan implementasi tugas perbantuan

3. Forum Komunikasi antara pusat dan daerah perlu ditingkatkan untuk
mengantisipasi pergantian focal point akibat mutasi/promosi didaerah
dan adanya tambahan daerah baru yang memerlukan pendekatan

berbeda.
4. Perlu dibangun sistem teknologi informasi yang bisa diakses stakeholders
project bagi pertukaran informasi, pemantauan/monitoring

implementasi dan bahkan proses usulan penganggaran.
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Hal-hal yang perlu mend

5.  Kinerja penyerapan proyek pertahun mengindikasikan proyek belum
berjalan secara optimal. Sehingga memerlukan upaya peningkatan
kinerja proyek dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.

6. Kebutuhan proyek di masa yang akan datang harus dihitung kembali
seberapa besar, karena akan terefleksi dalam rencana kebutuhan

amandemen.

7. Laporan audited financial statements harus disampaikan tepat waktu,
jangan sampai terlambat dan kena suspend oleh IFAD.

8. Segera menyelesaikan masukan yang menjadi perhatian dalam MTR
yvang dilaksanakan bersama sama oleh Lender dan Pemerintah
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Monitoring dan Eval

Kemenkeu dan Bappenas
melakukan pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan triwulanan

mengenal realisasi penyerapan
PHLN dan aspek keuangan lainnya.

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku
pelaksana kegiatan yang dibiayai
dari PHLN, masing-masing harus
menyampaikan laporan triwulanan
kepada Menteri Keuangan dan
Menteri Perencanaan paling sedikit
mengenai:

. Belaksanaan pengadaan
arang/jasa;

* kemajuan fisik kegiatan;
* realisasi penyerapan;

* permasalahan dalam pelaksanaan;
dan

* rencana tindak lanjut penyelesaian
masalah.

e Catatan.

v Monev dilakukan
setelah kegiatan
dilaksanakan

v" Akan dilakukan annual
mission dan mid-term
review mission oleh
lender untuk
mengevaluasi
pencapaian Target

v' Pada akhir proyek akan
disusun Implementation
and Completion Report

djppr"*
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